BUPATI TAPANULI UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR of TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAPANULI UTARA,

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan
pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis
belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun
sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan,
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998
tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba
Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat Il Mandailing Natal Jo.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan
Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);






10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 140 Tahun 2005, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018;






14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 17 Tahun
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengeloaan
Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten
Tapanuli Utara;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 05 Tahun
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

Menetapkan

dan
BUPATI TAPANULI UTARA
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan
rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :
a. Semula Rp. 1.282.961.917.095,56
b. Bertambah/ (Berkurang) Rp. 30.687.700.009,04
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp.1.313.649.617.104,60
2. Belanja :
a. Semula Rp. 1.340.257.756.520,56

b. Bertambah/ (Berkurang) Rp. 29.413.879.731,62

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp.1.369.671.636.252,18
(Defisit) setelah Perubahan  Rp. (56.022.019.147,58)

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah:
1)Semula Rp. 65.195.839.425,00
2)Bertambah/ (Berkurang) Rp. (4.562.284.573,42)

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 60.633.554.851,58

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah :
1)Semula Rp. 7.900.000.000,00

2)Bertambah/ (Berkurang) Rp. (3.288.464.296,00)

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 4.611.535.704,00
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 56.022.019.147,58
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Rp.

perubahan



Pasal 2

(1.) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah :
1)Semula Rp. 110.008.590.000,00
2)Bertambah/ (Berkurang) Rp. 5.151.712.201,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Rp. 115.160.302.201,00

Perubahan

b. Dana Perimbangan :

1)Semula Rp. 873.634.126.000,00
2)Bertambah/ (Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan Rp. 873.634.126.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah :
1)Semula Rp. 299.319.201.095,56
2)Bertambah/ (Berkurang) Rp. 25.535.987.808,04

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp. 324.855.188.903,60

setelah Perubahan

(2.) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri

dari jenis pendapatan :
a. Pajak Daerah :

1)Semula Rp. 16.970.000.000,00

2)Bertambah/ (Berkurang) Rp. 7.926.060.566,00

Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Rp. 24.896.060.566,00
Perubahan

b. Retribusi Daerah :
1)Semula Rp. 8.373.500.000,00
2)Bertambah/ (Berkurang) Rp. (1.372.000.000,00)

Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan Rp. 7.001.500.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan :
1)Semula Rp. 7.750.000.000,00

2)Bertambah/ (Berkurang) Rp. 1.967.966.635,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Rp. 9.717.966.635,00

Dipisahkan setelah Perubahan

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah :
1)Semula Rp. 76.915.090.000,00
2)Bertambah/ (Berkurang) Rp. (3.370.315.000,00)

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Rp. 73.544.775.000,00

Sah setelah Perubahan

(3.) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari

jenis pendapatan :

a. Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak:
1)Semula Rp. 30.469.795.000,00
2)Bertambah/ (Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 30.469.795.000,00

setelah Perubahan

b. Dana Alokasi Umum :
1)Semula Rp. 639.394.068.000,00
2)Bertambah/ (Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp. 639.394.068.000,00






(4)

(1.)

(2.)

c¢. Dana Alokasi Khusus :

1)Semula Rp. 203.770.263.000,00
2)Bertambah/ (Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan Rp. 203.770.263.000,00

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pendapatan Hibah :

1)Semula Rp. 59.284.400.000,00

2)Bertambah/ (Berkurang) Rp. (5.769.400.000,00)

Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp. 53.515.000.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya :

1)Semula Rp. 41.654.955.095,56

2)Bertambah/ (Berkurang) Rp. 8.763.475.808,04

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari propinsi dan Rp. 50.418.430.903,60
pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan

c. Dana Penyesuaian dan otonomi khusus :

1)Semula Rp. 198.379.846.000,00
2)Bertambah/ (Berkurang) Rp. 41.912.000,00

Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus

setelah Perubahan Rp. 198.421.758.000,00

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya:

1)Semula Rp. 0,00
2)Bertambah/ (Berkurang) Rp. 15.000.000.000,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Rp. 15.000.000.000,00

Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan

e. Pendapatan Lainnya:
1)Semula Rp. 0,00
2)Bertambah/ (Berkurang) Rp. 7.500.000.000,00
Jumlah Pendapatan Lainnya setelah Perubahan Rp. 7.500.000.000,00

Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung :
1)Semula Rp. 799.431.292.437,07
2)Bertambah/ (Berkurang) Rp. 629.417.937,62
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan Rp. 800.060.710.374,69

b. Belanja Langsung :

1)Semula Rp. 540.826.464.083,49

2)Bertambah/ (Berkurang) Rp. 28.784.461.794,00

Jumlah belanja langsung setelah Perubahan Rp. 569.610.925.877,49
Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis belanja :
a. Belanja pegawai :

1)Semula Rp. 512.096.184.012,07

2)Bertambah/ (Berkurang) Rp. 8.752.940.064,00

Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 520.849.124.076,07
b. Belanja hibah :

1)Semula Rp. 48.770.360.850,00

2)Bertambah/ (Berkurang) Rp. (8.165.434.126,38)

Jumlah belanja hibah setelah Perubahan Rp. 40.604.926.723,62






(3.)

(1.)

(2.)

. Belanja bantuan sosial :

1)Semula Rp. 850.000.000,00
2)Bertambah/ (Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp. 850.000.000,00

. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan

Pemerintah Desa:

1)Semula Rp. 232.714.747.575,00

2)Bertambah/ (Berkurang) Rp. 41.912.000,00

Jumlah bantuan keuangan setelah Perubahan Rp. 232.756.659.575,00
. Belanja tidak terduga :

1)Semula Rp. 5.000.000.000,00

2)Bertambah/ (Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp. 5.000.000.000,00

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
belanja:
a. Belanja pegawai :

1)Semula Rp. 58.298.804.100,00

2)Bertambah/ (Berkurang) Rp. (2.192.197.240,00)

Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 56.106.606.860,00
. Belanja barang dan jasa :

1)Semula Rp. 306.527.960.093,49

2)Bertambah/ (Berkurang) Rp. 12.727.705.818,00

Jumlah belanja barang dan jasa setelah Rp. 319.255.665.911,49

Perubahan
. Belanja modal :

1)Semula Rp. 175.999.699.890,00

2)Bertambah/ (Berkurang) Rp. 18.248.953.216,00

Jumlah belanja modal setelah Perubahan Rp. 194.248.653.106,00

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan Pembiayaan :

1)Semula Rp. 65.195.839.425,00

2)Bertambah/ (Berkurang) Rp. (4.562.284.573,42)

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Rp. 60.633.554.851,58
Perubahan

. Pengeluaran Pembiayaan :

1)Semula Rp. 7.900.000.000,00

2)Bertambah/ (Berkurang) Rp. (3.288.464.296,00)

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Rp. 4.611.535.704,00
Perubahan

Penerimaaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan:
a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya :

1)Semula Rp. 65.195.839.425,00

2)Bertambah/ (Berkurang) Rp. (4.562.284.573,42)

Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah  Rp. 60.633.554.851,58
Perubahan







(3.)

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

pembiayaan:

a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah :

1)Semula

Rp. 7.900.000.000,00

2)Bertambah/ (Berkurang) Rp. (4.411.801.766,00)

Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah Rp. 3.488.198.234,00
daerah setelah Perubahan

b. Pembayaran Utang Beban:

1)Semula Rp. 0,00
2)Bertambah/ (Berkurang) Rp. 1.123.337.470,00
Jumlah Pembayaran Utang Beban setelah Rp. 1.123.337.470,00
Perubahan
Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang

mer

dari :
1. Lampiran I
2. Lampiran II
3. Lampiran III
4. Lampiran IV
5. Lampiran V
6. Lampiran VI
7. Lampiran VII
8. Lampiran VIII
9. Lampiran IX
10. Lampiran X

upakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri

Ringkasan Perubahan APBD ;

Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan
Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;

Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah
Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan
Kegiatan,;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah
Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan
Tahun Anggaran 2018;

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,;

Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya
yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali
dalam tahun anggaran ini;

Daftar Pinjaman Daerah;

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun
Anggaran 2018;

Pasal 6

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan

pengeluaran

yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya

diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan

dalam laporan realisasi anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-

kurangnya memenubhi kriteria sebagai berikut:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah
daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

oo

tidak diharapkan terjadi secara berulang;
berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.






Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan
Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 diatur
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Tapanuli Utara.
Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 23 - 10 - Joi8
BUPATI TAPANULI UTARA,
DTO.-

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung.
pada tanggal 23- 10- 20td

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

~\ ey
EDWARD RAMSES TAMPUBOLON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2018 NOMOR : ob

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA, PROVINSI SUMATERA
UTARA NOMOR (6/138/2018).



